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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dalam

penelitian ini dengan menggunakan bahan kepustakaan, teori, dan hukum

positif maka dapat di simpulkan bahwa:

1.

Implementasi asas equality before the law di dalam lembaga
pemasyarakatan kelas Il A Wirogunan Yogyakarta, ternyata belum dapat
sepenuhnya diterapkan karena masih ada perbedaan perlakuan yang
dilakukan oleh oknum petugas kepada Narapidana. Sebagai contoh saat
kunjungan keluarga mereka yang mampu memberikan uang pelican
dapat bertemu dengan Narapidana secara bebas tanpa dibatasi oleh hari
dan waktu.

Yang menjadi faktor penghambat asas equality before the law di dalam
Lembaga Pemasyarakatan kelas Il A Wirogunan Yogyakarta adalah
sistem pengamanan yang belum terealisir dengan baik karena masih ada
oknum petugas yang melakukan kecurangan, sehingga implementasi
asas equality before the law belum dapat terlaksana dengan baik.
Narapidana yang melakukan kecurangan dengan menyuap oknum
petugas agar mereka dapat leluasa memperoleh perlakuan khusus

misalnya fasilitas yang nyaman. Sanksi bagi oknum petugas tidak tegas
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dan sanksi untuk Narapidana yang melakukan pelanggaran hanya
dimasukan kedalam sel kering tanpa ada pembinaan khusus.
B. Saran
Dari kesimpulan diatas, maka penulis di akhir peulisan hukum atau
skripsi hukum ini ingin memberikan saran yang sekiranya membantu dan
dapat berguna bagi semua pihak yakni:

1. Adanya peninjauan ulang asas Equality Before The Law di dalam
Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Wirogunan Yogyakarta, karena
masih banyak perlakuan khusus yang terjadi antara Narapidana yang satu
dengan Narapidana yang lain, itu juga dapat mengganggu aktifitas di
dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Penempatan CCTV di bagian pemeriksaan barang bawaan bagi
pengunjung sehingga dapat menekan kecurangan- kecurangan. Diharapkan
Narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan merasakan
perlakuan yang sama, baik yang mempunyai ekonomi tinggi ataupun
narapidana yang mempunyai ekonomi rendah. Sanksi terhadap oknum
petugas lebih dipertegas agar mereka menjadi jera. Sanksi bagi narapidana
yang melakukan pelanggaran juga harus di tinjau ulang karena kalau
hanya dimasukan ke dalam sel kering tanpa ada pembinaan akan sia- sia
karena Narapidana akan mengulangi  perbuatannya, sehingga
pembinaanpun penting dilakukan. Sebab, narapidan yang selesai
menjalankan masa pidananya diharapkan tidak melaukan kesalahan atau

perbuatanya lagi. Sehingga Implementasi Asas Equlaity Before The law di
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dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Wirogunan Yogyakarta dapat

terlaksana dengan baik dan dapat dirasakan oleh semua Narapidana.
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